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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang 

diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksnaaan Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya 

pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah 

satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui 

Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan 

kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. 

Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan 

kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, 

ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, 

memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas 

layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.  

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara 

pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan 

dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), 

sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah 

untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi 

lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah 

untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan 

publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. 

Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara 

pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau 



meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal 

tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Balai Embrio Ternak.          

2. Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan dilaksanakannya kegiatan Forum Konsultasi Publik ini adalah: 

1. Memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada 

antara lain, terkait penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh 

BET sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas 

pelayanan publik. 

2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengusulkan, memberikan 

masukan dan saran kepada BET atas layanan yang diterima selaku pengguna 

layanan. 

b. Manfaat 

1) Secara Umum 

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, 

atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik. 

2) Bagi Balai Embrio Ternak 

a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan 

ditetapkan; 

b) memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan 

maupun perbaikan kebijakan; 

c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk 

mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara; 

d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka 

pengawasan pelaksanaan kebijakan; 

e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk 

mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan 

layanan kepada publik; 

f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan. 



3) Publik

a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang

Pelayanan Publik;

b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau

sudah ditetapkan penyelenggara layanan;

c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;

d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan 

penyelenggara layanan; 

e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Forum Konsultasi Publik adalah “Standar Pelayanan Publik” yang

telah disusun oleh BET untuk dikaji bersama dengan peserta forum konsultasi 

publik, sehingga Standar Pelayanan Publik yang nantinya akan ditetapkan sudah 

diketahui oleh publik dan diharapkan dalam pelaksanaannya akan berjalan lancar 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari : Jum’at

Tanggal :18 Oktober 2024

b. Tempat Pelaksanaan

Royal Hotel Bogor di l. Ir. H. Juanda No.16, Paledang, Kecamatan Bogor 

Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, 16122. 



2. Penyelenggaraan dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan oleh Balai Embrio Ternak.

b. Peserta FKP

  Peserta yang hadir meliputi : akademisi/dosen, mahasiswa/pelajar, Dinas 

Provinsi/kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan 

hewan, tokoh masyarakat, perusahaan swasta, media massa, kelompok ternak, 

UPT Kementerian Pertanian dan UPT Daerah. Jumlah peserta yang hadir 

sebanyak 101 orang (daftar hadir terlampir).  

3. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan secara Hybrid yaitu secara tatap muka dan online.

4. Susunan Acara FKP

Kegiatan FKP Standar Pelayanan Publik Balai Embrio Ternak diselenggarakan di

Royal Hotel Bogor tanggal 18 Oktober 2024 dengan susunan acara sebagai berikut:

JADWAL ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK BALAI EMBRIO TERNAK TAHUN 2024 

Hari / Tanggal Waktu Susunan acara Narasumber

08.00 - 09.00 Registrasi Panitia

09.00 - 09.10 Pembukaan Panitia

09.10 - 09.15 Doa

09.15 - 09.20 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

09.20 - 09.30 Laporan Kegiatan BET Kepala BET

09.30 - 10.00 Arahan Sesdit PKH Sesdit PKH

10.00 - 11.30 Materi dari ORI
Kepala Ombudsman RI 

Perwakilan Jakarta Raya

11.30 - 13.30 ISHOMA

Forum Konsultasi Publik Standar 

Pelayanan Publik BET

13.30 - 14.00
Penyampaian Rancangan SPP BET 

2025

Ketua Tim Kerja Informasi dan 

Distribusi

14.00 - 14.30 Diskusi

14.30 - 14.45 Rumusan Tim Perumus

14.45 - 15.00 Penandatanganan Berita Acara Panitia

15.00 - 16.15 Sosialisasi TE Award 2024
Ketua Tim Kerja Informasi dan 

Distribusi

16.15 - 16.20 Penutupan

Jum'at/ 18 Oktober 2024



 

C. HASIL PELAKSANAAN FKP 

1. Identifikasi Masalah 

Beberapa masalah yang menjadi bahan diskusi pada Forum Konsultasi Publik kali ini 

adalah : 

1) Biaya produksi embrio yang tinggi, karena 90% bahan baku yang digunakan untuk 

produksi embrio berasal dari  luar negeri (impor), selain itu, tidak ada kenaikan 

harga embrio sejak 10 tahun lalu.   

2) Stock embrio dan bibit tidak dapat dilihat di SISCOBETI, sehingga pemohon tidak 

memiliki informasi apakah permohonannya dapat terpenuhi  atau tidak.  

Terkait identifikasi tersebut didapat pertanyaan dan masukan dari peserta yang dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1) Hj. Sulistyaningsih, Perwakilan Peternak dari Sumber Berkah Jaya Farm Bekasi.  

a. Bagi peternak, harga embrio saat ini sudah cukup tinggi, karena yang peternak 

alami ternyata angka keberhasilan TE di peternak masih sangat rendah. Oleh 

karena itu jika harga embrio memang harus naik maka peternak mengusulkan 

harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).    

b. Pada aplikasi Siscobeti pesan tidak dapat langsung mendapat jawaban, sebaiknya 

pada online tercantum ketersediaan stock dan jumlah sapi atau embrio yang bisa 

dibeli. 

2) Sulistiyo, Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kab. Wonosobo.  

Apakah dengan adanya rencana kenaikan harga embrio, ke depan masih tersedia 

program hibah ke daerah. 

 

Usulan harga embrio yang diajukan oleh stakeholder BET: 

a) Sulistyo, Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kab. Wonosobo. sebesar Rp. 

750.000,-  (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 

b) Makmur, Swasta sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). 



c) Ephi Gunawan, Koperasi Pengelolahan Susu sebesar 10% dari harga produksi embrio 

yaitu Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). 

d) Sulistyaningsih, Perwakilan Peternak sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). 

Saat diskusi berlangsung, terlihat bahwa peserta begitu antusias dalam mengikuti 

kegiatan, sehingga terjalin komunikasi 2 (dua) arah yang cukup baik. Dalam sesi diskusi, 

juga disampaikan pula bahwa masukan atau tanggapan yang tidak terakomodasi selama 

pelaksanaan FKP, dapat disampaikan melalui WhatsApp Official yang telah disediakan 

oleh Penanggung Jawab FKP. 

2. Analisis 

Dari tanggapan yang disampaikan stakeholder ke Balai Embrio Ternak maka Ketua 

Tim Kerja Infomasi dan Distribusi beserta Kepala Balai menanggapi beberapa pertanyaan 

yang disampaikan oleh peserta FKP diantaranya: 

a. Harga embrio yang berlaku saat ini sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) 

karena adanya subsidi dari pemerintah, biaya produksi yang diperlukan untuk 

memproduksi embrio sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).    

Berdasarkan hasil perhitungan saat ini, bahan baku embrio yang sebgaian besar 

impor mengalami kenaikan harga, sehingga untuk memproduksi embrio dibutuhkan 

biaya produksi embrio sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) per 

embrio.  Selama 10 tahun harga embrio tidak berubah, sedangkan biaya produksi real 

sudah naik hampir 2 kali lipat dari harga produksi saat ini. Sehingga harga embrio 

2025 diharapkan naik. 

b. Hibah dan pelayanan aktif tidak masalah, dinas daerah dapat mengajukan surat resmi 

yang ditembuskan ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Balai Embrio Ternak 

mendorong dinas daerah untuk memaksimalkan keberhasilan transfer embrio.  

c. Terkait usulan harga embrio maka BET akan mengusulkan harga embrio sebesar Rp. 

750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Harga embrio terbaru berlaku setelah 

persetujuan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian diterbitkan. 

 



3. Rencana Aksi 

Pasca pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tematik dan Forum Konsultasi Publik, 

beberapa hal yang kami lakukan antara lain: 

a. Berdasarkan saran dari pengguna layanan BET, maka BET akan mengusulkan 

harga embrio semula Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 750.000,- 

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diusulkan tarif PNBP revisi. 

b. Terkait masukan dan saran dari pengguna layanan BET tentang SISCOBETI akan 

diinfokan kepada pengembang dan tim SISCOBETI untuk menambahkan tampilan 

stock benih dan bibit di dalam aplikasi SISCOBETI jangka waktu penyelesaian 

sampai Desember 2024.  

  



D. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait reviu Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ini, maka 

Balai Embrio Ternak berkomitmen untuk :  

1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP.

2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan

meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia;

3) Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP ini dapat membantu BET dalam reviu

pedoman terkait SKM.



LAMPIRAN 
LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani





LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir 

1. Daftar Hadir Offline



 

 



 

  



2. Daftar Hadir Online 





LAMPIRAN III Surat Undangan 

1. Surat Undangan FKP Online 

 



 

 



 



  

  



2. Surat Undangan FKP Offline
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3. Surat Permohonan Narasumber ORI 

 



  

  



4. Surat Permohonan Narasumber ORI
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LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya 



 


